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BAB 1V:

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis

uraikan, adalah :

Skripsi

a. Apabila suatu maskapai penerbangan tertentu menjual harga

tiketnya di bawah harga referensi, lalu kemudian maskapai
penerbangan tersebut telah diaudit oleh Tim Departemen
Perhubungan Udara dan laporannya diberikan pada KPPU, maka
KPPU tidak secara otomatis dapat menerapkan pasal 20 Undang-
Undang No 5 tahun 1999 kepada maskapai penerbangan tersebut.
Karena ketentuan pasal 20 Undang-Undang No 5 tahun 1999
tersebut tidak berlaku Per Se Ilegal tetapi Rule Of Reason, jadi
KPPU harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah penjualan
harga tiketnya di bawah harga referensi tersebut dilakukan secara
sistematis dan dalam waktu yang cukup lama serta harus
dibuktikan dahulu maskapai penerbangan tersebut mempunyai
pangsa pasar yang kuat dan kemampuan keuangan yang kuat
sehingga dapat mematikan pelaku usaha lain (menyingkirkan
pesaingnya dari pasar yang bersangkutan) dan menimbulkan

barrier to entry.
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b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, murahnya

Skripsi

tarif penerbangan ini bukan disebabkan predatory pricing yang
bertujuan mematikan maskapai penerbangan pesaing. Karena hal
ini dianggap sebagai kosekuensi dari masuknya pelaku usaha baru
di bisnis penerbangan dan adanya efisiensi yang dilakukan
maskapai penerbangan Dengan adanya persaingan akan
menguntungkan konsumen, karena industri penerbangan didorong
untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Schingga
yang terjadi adalah persaingan dalam merebut konsumen, yang
merupakah hal yang sah dalam mekanisme pasar. Untuk itu,
Departemen Perhubungan tidak perlu menctapkan tarif batas atas
dan bawah, ataupun tarif referensi seiring makin kompetitifnya
tarif angkutan udara saat ini, l;.arena tarif tersebut terbentuk melalui
mekanisme pasar yang wajar. Penetapan tarif referensi dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 36 Tahun 2005
memang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, berdasarkan pasal 5 ayat (2b). Namun demikian penetapan
tarif referensi tidak sejalan dengan tujuan Hukum Persaingan
Usaha dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yaitu untuk melindungi proses persaingan. Karena itu

pemberlakuan tarif referensi bukaniah solusi.
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